BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 65

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH LOMBOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok;

Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah  diubah dengan UndangUndang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan
Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan
Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada
Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 90)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan



Menetapkan :

Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada
Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH LOMBOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur
Penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah wunit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas
penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok yang selanjutnya
disebut UPTD BPSDKP Wilayah Lombok adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan Wilayah Lombok pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.



9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM
adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal.

10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutya disebut PPK-
BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11.Jenis Pelayanan adalah Pelayanan yang diberikan oleh UPTD
Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah
Lombok kepada perorangan ataupun kelompok.

12. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran
sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian mutu SPM
tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat
pelayanan dasar.

Pasal 2

(1) SPM BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dimaksudkan
sebagai pedoman dalam penerapan SPM pada UPTD BPSDKP
Wilayah Lombok.

(2) SPM BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok bertujuan untuk
meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada
masyarakat.

(3) SPM BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok wajib dilaksanakan
oleh UPTD BPSDKP Wilayah Lombok untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja
UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.

BAB II
TUGAS DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

UPTD BPSDKP Wilayah Lombok mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan perlindungan pelestarian dan pemanfaatan wilayah
pesisir dan perairan di Kawasan Konservasi wilayah Lombok.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di UPTD BPSDKP Wilayah Lombok,

meliputi:

a. pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan
Konservasi;

b. kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan

c. penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara
berkelanjutan.

Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian serta uraian
SPM pada masing-masing Jenis Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK-BLUD
wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam
Peraturan Gubernur ini.

Pemimpin UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan
PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan
yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan
oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENERAPAN

Pasal 6

Pemimpin UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan
PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta
upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan
BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang dipimpinnya
berdasarkan SPM.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis
dan Anggaran (RBA).



(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan
yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada
SPM.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 7

(1) Pembinaan teknis UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang
menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Pembinaan keuangan UPTD BPSDKP Wilayah Lombok yang
menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis,
bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis
antara lain:

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk
mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target
tahunan pencapaian SPM,;

penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

pelaksanaan anggaran; dan

@ ™0 a0

akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 8
(1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oleh pengawas internal.

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung
dibawah Pemimpin BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

LALU RUDY.GENAWA
NIP. 19700527 199603 1 002



